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PERENCANAAN PENGAWASAN pENTELlurcoARAAN PEMERINTAHAN
DAERAII DI LINaKUNGAN  pBMERINTdul KABupATEN KARAWANG

TAHUN 20£(}0

DENOAN RAHHAT TUHAN Y,AVG MAHA ESA

BupATI KARA"iJAva,

Menimbang    :     a.  bahwa   untuk   melaksana.ken   pengawasan   umum   dan
pengawasan      teknis      t€ihun      2020,      perlu      disusun
perencanaan    tahunan    ..engawasan        penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

b.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  dimaksud  pada  huruf
a.     perlu     menetapkan     Peraturan     Bupati     tentang
Perencanaan Pengawasan   Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Karawang
Taliun 2020.

Mengingat       :      1.  Undang-Undang     Nom(ir.14     Tahun      1950     tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  di  Lingkungan
Propinsi  Djawa  Carat,  sebagalmana  telah  diubah  dcngan
Undang-Undang     Nomt)r     4      Tahun      1968      tentang
Pembentukan   Kabupaten   Purwakarta   dan   Kabupa.ten
Subang   dengan   mengut)ah   Undang-Undang   Nomor   14
Tahun     1950     tentan€;     Pembentukan     Daerch-daerah
Kabupaten Dalam Lingk i]ngan Propinsi Djawa Barat;

2.   Undang-undang     Nomt,)r     23     Tahun     2014     tcntang
Pemerintchan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara   Republik   lndo"3sia   Nomor   5587)   sebagaimana
telah diubah beberapa ka li dengan Undang-Undang Nomor
9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2014   tentang  Pcmcrintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor    58,     Tambahar.    Lembaran     Negara    Republik
Indonesia Nomor 5679);



3.   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2014   tentang   Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor
5495);

4.   Undang-Undang     Nomoi.     30     Tahun     2014     tentang
Administrasi   Pemerintahan   (Irembaran   Negara  Republik
lndrlnesia  Tahun  2014  N(imor  292,  Tambahan  Lcmbaran
Negara Republik lndones ie. Nomor 5601) ;

5.   Peraturan  Pemerintah    60  Tahun  2008  tentang  Sistem
Pengendalian     Intern     'Pemerintah     (Lembaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  127,  Tambahan
Lembaran Negara Repub`j?{ Indonesia Nomor 4890) ;

6.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2017   tentang
Pembinaan         dan         P engawasan         Penyelenggaraan
Pemerintahan     Daerah     (I.embaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2017  Nomor  73,  Tambahan  Lembaran
Negara Rcpublik lndone€,,ill Nomor 6041 ) ;

7.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   16   Tahun   2018   tentang
Perangkat   Daerah   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan   Pemerintah   Nomor   72   Tahun   2019   tentang
Perubahan   Atas Peratur€m Pemerintah Nomor  18 tentang
tahun  2016  Perangkat  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun  2019  Nomor  187,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik lndone¢sia Nomor 6402);

8.   Peraturan  Menteri  Dalarn  Negeri  Nomor  61    Tahun  2019
tentang     Perencanaan      Pengawasan      Penyelenggaraan
Pemerintaha.n Daerah T€aliun 2020;

9.   Peraturan  Daerah Kaburtaten  Karawang Nomor  14 Tahun
2016   tentang   Pemberi.tukan    dan    Susunan   Perangkat
Daera.h      Kabupaten      ]{arawang      (Lembaran      Daerah
Kabupaten Karawang T€ulun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSK/'LN:

Menetapkan   :    PBRATURAN       BUPATI       TENTANG       PBRENCANAANAN
PENGAWASAN       PBNTEI.,I;NaaARAAN        PEMERIRTAIIAN
DAERAII   DI   LIN®KUNaAi.v      PEMERINTAII   KABupATEN
KARAWANG TAIIU» 2020.

PacaL   1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dima.ksud dengan :

1 .   Daerah adalah Daerah l{`abupaten Karawang.

2.   Bupati adalah Bupati Karawang.
3.   Pcmerintah     Daerah     ,rdalah     Bupati     sebagai     unsur

penyelenggara   Pemeri'n,tahan    Daerah   yang   memimpin
pelaksanaan     urusan     pemerintahan     yang     menjadi
kewenangan daerah ottinom.

4.   Aparat  Pengawas  Internal  Pemerintah,  yang  selanjutnya
disingkat APIP adalah ]nspektorat Kabupaten Karawang.



5.   Perencanaan     pengawasan  adalah  rencana  pengawasan
penyelenggaraan    pemerirLtahan    daerah    tahunan   yang
meliputi kegiatan,  focus,  i;asaran dan jadual pelaksanann
pengawasan     di     lingkungan     Pemerintah     Kabupaten
Karawang.

6.   Pengawasan     Penyclenggaraan     Pemerintahan     Daerah
adalah   usaha,   tindakarL,   dan   kegiatan  yang  ditujuhan
untuk  menjamin  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
berialan secara erisien d€d~i efektif sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

P"lal 2
Perencanann    Pengawasan    Penyelenggaraan    Pemerintahan
Daerah   di   Lingkungan   Pemerintah   Kabupaten   Karawang
Tahun 2020 bertujuan untuk:
a.   mensinergikan      pengawasan      yang      dilakukan      oleh

Kementerian/I.embaga     Pemerintah     Non    Kementerian,
Gubemur  sebagai  Wakil   Pemerintah  Pusat,  Pemerintah
Provinsi    dan     Pemerinl:ah     Kabupaten/Kota    terhadap
pengawasan penyelengga.raan pemerintahan daerah;

b.   meningkatkan   penjaminan   mutu   alas   penyelenggaraan
pemerintahan; dan

c.    meningkatkan  kepercayaan  maLsyarakat  atas  pengawasan
APIP.

I'aeal 3
( 1) Percncanaan  pengawas{m  penyelenggaraan  pemerintahan

daerah tahunan, meliputi :
a.   fokus    pengawasan    penyelenggaraan    daerah    yang

disusun berbasis pritiritas dan risiko;
b.   sasaran    pengawasan    penyelenggaraan    pemerintah

daerch; dan
c.   jadwal    pelaksanaan    pengawasan    penyelenggaraan

pemerintahan daera h.
(2) Fokus      dan      sasarari      pengawasan      penyelenggaraan

pemerintahan daerah st!bagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf  a  dan  huruf  b,  tercantum  dalani  Lanpiran  yang
merupakan bagian tidal[ terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

(3) Jadwal      pelaksanaan      pen8awasan      penyelenggaraan
pemerintahan    daerah  tsebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(I)  huruf c,  ditetapkan .dengan  Keputusan Bupati  tentang
Program      Kelja      Pel.'i{;awasan      Tahunan      lnspektorat
Kabupaten Karawang Tahun 2020.

Paeal 4
Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3     ayat     (1),     sebagai     dasar     pelcksanaan     pengawasan
penyelenggaraan pemerintchan daerah, meliputi:
a.   pengawasan umum;
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b.   pengawasan teknis;
c.    pembinaan   dan   pengav/asan   Kepala   Daerah   terhadap

perangkat daerah;
d.   kinerja rutin pengawasan;

e.    pengawasan prioritas nariional;
f.    pengawalan refomasi birokrasi;
9.    penegakan integritas;
h.   peningkatan kapasitas A].][P.

F'(Lad 5

Pelaksanaan    Perencanaan    pengawasan    penyelenggaraan
pemerintah  daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4
dilakukan oleh lnspektorat Kabupaten Karawang.

Itlrd 6
Kegiatan    pengawa.san    yailg    dilakukan    oleh    lnspektorat
Kabupaten  Karawang  sebag€rimana  dimaksud  dalam  Pasal  5
yaltu     pengawasan     terhtLdap     Perangkat     Daerah     dan
Pemerintahan   Desa   di   Lili!3kungan   Pemerintah   Kabupaten
Karawang.

I.,aul 7
Bupati       melaLporkan       pl,;]a.ksanaan       pengawasan       atas
penyelenggaraan   pemerint€ihan   daerah   lingkup   Pemerintah
Kabupaten  Karawang kepada  Gubernur  Provinsi Jawa Barat
sebagai  Wakil   Pemerintah  Pusat  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundan g-und&iigan.

;P.art 8
Kepala     Perangkat     Daerah     dan     Kepala     Desa     wajib
melaksanakan tindak lanjut  basil pengawasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perunij ang-undangan.

Ful9
Pcndanaan      pelaksanaan     pengawasan      di      Lingkungan
Pemerintah    Kabupaten     Karawan8    Tahun    2020    dapat
bersumber pada:
a.   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   Kabupaten

Karawang;

b.   Sumber   lainnya  yang   Bah   dan   tidak   mengihat   sesuai
dengan ketentuan peraluran perundang-undangan.



Pllrd 10
Pada  seat  Peraturan  Bupriti  ini  mulal  berlaku,   Peraturan
Bupati  Karawang  Nomor  9,.:}  Tahun  2018  tcntang  Kebijahan
Pengawasan     Penyelenggari.lan    Pemcrintahan    Daerah    di
Lin8lmngan  Pemerintah  Kil,7)upaten  Karawang  Tahun  2019
(Berita Daerch Kabupeten I;:imwang Tahun 2019 Nomor 93),
dicabut dan dinyatakan tida k: berlaku.

run ill
Peraturan Bupati ini mulal t'ierlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar      setiap      orang      mcngctahuinya,      memelintahkan
pengundangan  Peraturan  EH]pati  ini  dengan  penempatannya
dalam Berita Daerah Kabup aten Karawang.

Ditetapkan di Kanwang
padatanggal   3| a-tw I...

WANG,
`

CHADENA
Diundan8kan di Karawang

pada tanggalSEE-
¥pr!BiE.fiRltrERI+MSIE

3' Dw~ha §„,
S DAERAH KABUPATEN

WANG'

P   JLMHURI

BERITA DAERAII KABUPATEN K }RIWANG TAHUN 2019
NOMOR   `1,.



LAMPIRAN
PBRATURAN BU ]]ATI RARAWANG
NOMOR  60 TAI.'IUN 2019
TENTANG         PIE;RBNCANAAN          PENGAWASAN
pENVELENGGAFrmN  PEMERINTAHAN  DAERAH
DI     IjlNGKUNG£IN    PEMBRINTAH    RABUPATEN
KARAWANG TA.JL{UN 2020

FOKus DAN SASARA)I p]ENOAWASAN
PENTBLENGGARAAN pEMERIrmAHA)I DAERAII  DI LINGKUNGAN

PBMERINTAII KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

Pengawasan  penyelenggaraan  Pemerintshan  Daerah  dimaksudkan untuk
menjamin  penyelenggaraan  Pemerintahan  D€ierah  beq.alan  secara efektif dan

efesien    sesuai    denga.n    ketentuan    peratLL].an    perundang-undangan   yang
meliputi  pengawasan  umum,  pengawasan  t.=knig,  pengawasan  kepala  daerah
terhadap  perangkat  daerah,  kinelja  rutin  Fcngawasan,  pengawasan  prioritas
nasional,  pengawasan  reformasi  birokrasi,  penegakan  integritas,  Peningkatan

Kapasitas APIP  serta Kegiatan Pengawasain I,alnnya.

Berdasarkan     hal     tersebut    diatas,     fohis     dan     sasaran     pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahur I 2020, adalah:

I.     Pengawaean umum
Pengawasan   umum   terhadap   penyelcnggaraa.n   Pemerintah   Kabupaten
Karawang tahun 2020, dengan fokus :
A.  Pembagian Urusan Pemerintahan, d{3ngan sasaran :

Evaluasi    penyerahan    personil,     I)erlengkapan,     pembiayaan    dan
dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut  Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014   tentang   Pemcrintahan   Daei-,|h,   yaitu   berupa   evaluasi   P3D

terhadap  sub  urusan  pemerintahan  yang  dialihkan  antar  tingkatan

pemerintahan, dengan fokus sasaraji penyerahan asset dan dokumen.

8.  Kelembagaan Daerah, dengan sasar,9n :
1.  Pelaksanaan/tindaklanjut      pembinaan      dan      hasil      evaluasi

kelembagaan perangkat daerah; [lan

2,  Pembentukan,      pelaksanaan      tupoksi,      klasifikasi,      penataan
kepegawaian, serta sistem penga(laan barang dan jasa.

C.  Kepegawaian pada Perangkat Daerg]i, dengan sasaran :

I.  Pengembangan kompetensi berkc;lanjutan bagi pegawai negeri sipil;



2.  Pemenuhan  pegawai  dalam  pelaksanaan  urugan  pendidikan  dan
kesehatan;

3.  Pelaksanaan  sistem  seleksi jabatarL,  penempatan,  mutasi  pegawai,

penetapan      formasi      jabatan      fungsional      yaitu      pengawas
pemerintahan,   pemadam   kebakar.a.n,   satuan   pamong  praja  dan
operator system informasi adminis'[.:asi kependudukan;

4.  Pelaksanaan disiplin pegawai negeri §ipil.

D. Keuangan Daerah, dcngan sasaran :
1.  Kebijakan penganggaran daerah;
2.  Penetapan target pendapatan dari |>ajak dan retribusi;

3.  Bagi basil pajak daerah;

4.  Kelja gama pemanfaatan asset;
5.  Pertanggunedawaban dana hibah tl,an bantuan sosial.

E.  Pembangunan Daerah, dengan sasaran
1.  Perencanaan daerah;
2.  Capaian indikator perencanaan p{3mbangunan daerah.

F.  Pelayanan Masyarakat, dengan 9a9a]i.{m :

1.  Kepatuhan    pelaksanaan    peratiiran    perundang-undangan    dan
standar pelayanan;

2.  Pelaksanaan perizinan terintegrasi.. secara elektronik.

G.  Kelja SamaL Daerah, dengan sasaran :

Pelaksanaan keriasama antar daerah dengan daerah lain, pihak ketiga
dan lembaga di luar negeri

H. Kebijakan Daerah, dengan sasaran

1.  Kepatuhan terhadap kebijakan dEierah;

2.  Kesesuaian    peraturan    daeral'i    dengan    ketentuan    peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi

11.       P®ngawaean Telmis

Pengawasan teknis, dengan sasaran :
1.  Capaian  standar pelayanan dasa]'



2.  Ketaatan  terhadap  norma,  standar,  prosedur  dan  kriteria  urusan

pemerintahan daerah kabupaten
3.  Akuntabilitas pengelolaan APBD

Ill. Peng&"can    Kepala    Daerah    Terhadap    PcranglEat    Daerah    dan
P.a.rintahan De.a
A.  Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan  bertujuan  untuk  mem Derikan  saran  kepada  pimpinan
satuan   kerja   yang   diperiksa   dalam   mengambil   langkah-1angkah

perbaikan, penyempumaan serta tit Ldakan-tindakan lain yang dapat
memperlancar  dan  tertib  tugas  yang  menjadi  tanggung jawabnya,
dengan fokus:

1. Aspek keuangan, dengan sasaran :
a.   pengelolaan pajak dan retribu3i daerah;

b.   pertanggungjawaban belanja rierialanan dinas;

c.   pertanggunedawaban belanja iiengadaan barang dan jasa;
d.   pertanggungjawaban belanja lLibah dan bantuan sosial; dan

e.    pengelolaan manajemen kas c!i bendahara.

2, Aspek  pengelolaan  barang milik  negara  /  sarana  dan  prasarana,
dengan sasaran:
a.  pengelolaan persediaan;

b.  pengarnanan/ sertifikasi aset { laerah; dan

c.   pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
3.  Aspek pengelolaan Sumber Days. Manusia, dengan sasaran:

a.  peningkatan kompetensi Apa].atur Sipil Negara;

b.  Penegakan disiplin Aparatur !5ipil Negara;

c.   pembinaan jabatan fungsion€1 tertentu;

d.  pembinaan karir Aparatur Si))il Negara.
4.  Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:

a. pelaksanaan     program     stlategis     dan     program     prioritas

pcmbangunan daerch ;
b. Evaluasi  capaian  target  kirierja  organisasi  perangkat  daerah

dan pemerintahan desa;
c. Kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaaan

dan penganggaran.



8.   Pemeriksaan Dalam Rangka Penangr nan Pengaduan Masyarakat.
Pemeriksaan   dalam   rangka   penaliganan   pengaduan   masyarakat
bertujuan    untuk    melakukan    inv,'3stigasi    serta    menindaklanjuti

keluhan oleh individu, masyarahat c..an lembaga sehubungan dengan

adanya pelayanan atau perilaku yar]g tidak sesuai dengan pera.turan

perundang-undangan.    Pemeriksaa].I    dalam    rangka    penanganan
pengaduan   masyarakat   dilakukan   melalui   pemeriksaan   khusus,
dengan prioritas:
1. dugaan penyalahgunaan wewena ng;
2.  hambatan dalam pelayanan mag:.I'arakat;
3.  dugaan korupsi, kolusi dan nepoLisme (KKN);

4.  pelanggaran disiplin Aparatur Si]:lil Negara.

IV.     KlneF|a Rutin pengawaean
Kegiatan   rutin   pengawasan   pada   lm5pektorat   Kabupaten   Karawang,
meliputi ,

1.  reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;

2.  reviu rencana keria pemerintahan daerah;
3.  reviu rencana kezja anggaran satua(I perangkat daerah;
4.  reviu laporan keuangan pemerintal daerah
5.  reviu laporan kinelja;

6.  reviu penyerapan anggaran;
7.  pemeriksaan kinerja perangkat daer'ah
8.  pemeriksaan dengan tujuan tertentu antara lain:

a.  pemeriksaan investigasi;

b. proses penyelesaian tuntutan pe].bendaharaan atau tuntutan ganti
ru8i;

c.  perhitungan kerugian keuangan Negara;
d, akhir nasa jabatan kepala desa.

9.   Pemeriksaan pajak pusat dan per]erimaan Negara bukan pajak
10.  Evaluasi SPIP;

11. Evaluasi Laporan kinerja SKPD;

12. Pemantauan Tindak lanjut hasil i]emeriksaan APIP dan BPK



V.      PengawaBan prloritae Na8lonal
Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi:

1.  Tindak lanjut pcljanjian keljasama j'lpIP dan Aparat Penegak Hukum

dalam     penanganan     laporan/     pcngeduan     magyarakat    yang
berindikasi korupsi;

2.  Pemeriksaan dana desa;

3.  Pengawasan lainnya yang menjadi I rioritas nasional.

VI.     Pengawalan Reformael dan BlroHa8l
Kegiatan pengawasan pengawasan reformasi birokrasi, meliputi :

1.   Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
2.   Asistensi   pembangunan   reforma.si   birokrasi   sub   area   penguatan

pengawasan meliputi :
a.  evaluasi SPIP;

b.  peningkatan Kapabilitas APIP

c.  verifikasi LHKPN dan LHRASN

d. penildian internal zona integritaf;

e.  Penanganan benturan kepentin€,an
f.   Penanganan Whistel Blower Sysl:em;

VII.    Penegakan lntegritas
Kegiatan penegakan integritas, meliputj. :

1.      Survei penilaian lntegritas;

2.     penanganan laporan gratifikasi;
3.     monev aksi pencegahan korupsi;
4.     veririkasi pelaporan aksi pencegahan korupsi

VIII.  PenlnglEatan Kapa8ltae APIP
1.  Pendampingan Pengadaan Barang (]an Jasa

2.  Probity Audit
3.  penerapan manjemen risiko;

4.  pengawasa.n terhadap DAK;

5.  pengawasan lainnya meliputi :

a.  asistensi penyusunan laporan k euangan berbasis akrual;
b.  F`asilitasi penyelesaian tindak la njut hasil pengawasan;

c.  Penyusunan Standar Operasion ;al Prosedur di bidang pengaLwasan;

d.  Koordinasi program dan kegiatein pengawasan;



e.  Pengawasan   tcxpadu   atau   kerii;isama   pengawaean   U.oinf   oudt'S

dengan         ln8pektorat        Jend 5:rat         Kementerian / In8pektorat
Utama/Inspektorat  Lembaga  Petnerintah  Non  Kementerian  dan

Inspektorat Ffrovinsi/ Inspektorat lfabupaten / Kota;

f.   Pemberian .asa konsulta8i dan ai:Lvisory scrvicc.


